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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V. 1. Kesimpulan 

V. 1. 1. Analisis Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik 

Pada dasarnya ketiga kasus tersebut menyangkut tindakan pencemaran nama baik 

atau penghinaan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 

(3) UU ITE. Sehingga penulis mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 

ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan kasus-kasus tersebut. Bahwa pada kasus 

pertama dan kedua, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) terpenuhi, sedangkan unsur 

“memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” pada kasus ketiga 

tidak terpenuhi. Hakim harus memiliki rasa objektifitas yang tinggi dalam 

memberikan suatu putusan mengenai pencemaran nama baik, hal ini dikarenakan 

hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. 

Pandangan hakim atas unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik” haruslah memiliki rasa objektifitas yang tinggi. Tindakan permintaan 

maaf yang dilakukan oleh para pelaku menjadi pertimbangan bagaimana 

penyelesaian perkara dilakukan. Respon dari masyarakat serta status sosial pihak 

yang terlibat dalam perkara pencemaran nama baik dalam hal ini juga 

mempengaruhi bagaimana penyelesaian perkara pencemaran nama baik dilakukan. 

 

V. 1. 2. Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Berdasarkan pada pandangan Barda Nawawi Arief, aspek pertimbangan 

kriminalisasi terhadap Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan salah satunya ialah 

tidak mengabaikan nilai-nilai dalam Pancasila, dengan melindungi masing-masing 

kehormatan dan nama baik setiap individu. Berdasarkan dua negara yang 

dibandingkan. Kebijakan yang dapat Indonesia lakukan ialah memberikan ruang 

perdamaian antara pelaku dan korban terlebih dahulu, dan tidak lagi menerapkan 

sanksi pidana, melainkan dengan sanksi denda. Namun tetap melakukan 

kriminalisasi terhadap delik Pencemaran Nama Baik. Dalam perkembangannya, 

penerapan sanksi pidana terhadap Pencemaran Nama Baik menghambat kebebasan 
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berpendapat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diterapkan oleh dua 

peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan/atau penghinaan. 

Untuk itu, salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan 

berekspresi adalah mengesampingkan sanksi pidana sebagai bentuk pembatasan 

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan menerapkan restorative 

justice terlebih dahulu. Sehingga, kebijakan kriminal pencemaran nama baik atau 

penghinaan dilakukan dengan mengedepankan metode penyelesaian restorative 

justice, dan seharusnya diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan perkara di pengadilan.  

 

V. 2. Saran 

V. 2. 1. Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa masyarakat sebagai 

pengguna media sosial sebaiknya perlu menggunakan media sosial dengan bijak, 

sehingga apabila akan menyampaikan informasi ke ruang publik sebaiknya 

menggunakan tata bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun. Hal ini dikarenakan 

sosial media merupakan jaringan yang luas, sehingga siapapun dapat mengakses 

informasi yang telah diposting. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki tingkat kesadaran 

yang tinggi bahwa dalam menyampaikan suatu informasi ke ruang publik sebaiknya 

juga memperhatikan apakah dirinya akan menyinggung hak-hak orang lain, atau 

bahkan hingga menyinggung kehormatan dan nama baik orang lain. Kemudian 

terhadap penegak hukum, seharusnya bersifat objektif ketika terdapat laporan atas 

dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, dengan tidak terpengaruh atas status 

sosial dari pelaku ataupun korbannya. 

 

V. 2. 2. Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar kedepannya pengaturan 

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan mengutamakan 

penerapan restorative justice. Kepolisian sebagai tahap awal pelaporan dugaan kasus 

pencemaran nama baik atau penghinaan diharapkan mampu membedakan antara kritik, 

masukan, hoaks dan muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau 
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penghinaan. Sebagai tahapan awal, kepolisian diharapkan dapat dengan tegas 

mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. 
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